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Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan tradisional di Indonesia dalam catatan sejarah selalu
menampakkan performance yang tidak konstan, namun selalu berdasar pada kaidah keagamaan (fighiyah).
Periode pertama NU yang dibidani para ulama-pesantren |ebih sebagai gerakan keagamaan Islam ala
ahlussunah wal Jamaah (seperti penetapan dari 1slam 1936, Resolusi Jihad, waliyyul amri ad-dlaruri
bissyaukah pada Soekarno). Periode kedua NU mengalami diversifkasi gerakan yang didominasi para santri-
politis dengan melakukan gerakan politik praktis (structural oriented) dengan berubah sebagai partai politik.
Seperti ditunjukkan dalam perjuangan Piagam Jakarta dan di Konstituante, sampai kemudian harmonisasi
pada kasus dcmokrasi terpimpin, Nasakom dan Pancasila. Di periode ketiga ditandai dengan khittah sebagai
rumusan harmonisasi nilai-nilai gjaran 1slam dalam konteks kebangsaan dan ke-Indonesiaan. Dan pasca
khittah, terjadi depolitisasi formal yang telah membawa NU ke arah gerakan politik cultural (cultural
oriented), yang diperankan oleh genre pembaharu yang di back-up oleh para ulama kharismatik,
Implementasi khittah yang cenderung dimaknai "tafsir bebas’, saat itu terderivasikan pada gerakan politik
cultural, yang ternyata di kemudian hari menimbulkan problem konflik internal berujung pada polarisasi
aspirasi politik NU dalam partai politik (PPP, Golkar dan PM). Saat itu NU mengalami marginalisasi,
namun ternyata blessing in disguise dalam gerakan kultural NU untuk |ebih concern pada internal
organisasi, dakwah, keagamaan dan pendidikan. Di erareformasi yang disebut sebagai periode keempat, NU
melakukan itihad politik dengan menampilkan kedua gerakan secara komplementer baik cultural oleh NU
maupun struktural dengan pembentukan PKB, meskipun muncul tiga partai lain PKU, PNU, Partai SUNI
sebagai counter hegemony dan tafsir bebas khittah atas |slam ahlussunah wal jamaah yang dilakukan €lit
NU saat itu. Pergeseran politik NU tersebut sebagai wujud reorientasi dan keputusan politik terhadap
interaksi dan kepentingan-kepentingan yang dikompromikan (David E. Apter: 1992.232) sesuai yang
dipahami dan dilakukan oleh para aktor yang mendominasinya (weberian theory).
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Sifat gerakan politik NU selama perjalanan sgjarah seperti kasus Islam dan negara, Pancasila, demokrasi dan
pluralisme tidak sendirinya hadir dalam konteks pragmatis an sick Akan tetapi melalui rumusan fighiyah
seperti tasamuh (toleran), tawasuth (tengah), tawazun (seimbang) dani'tidal (lurus), serta mekanisme
organisasi yang baku seperti Muktamar, Konbes, Munas dan sebagainya. Hingga gerakan NU dan Poros
Tengah yang mengantarkan Abdurrahman Wahid ke kursi presiden meski tidak sampai akhir periode,
ternyata membawa ekses yang besar pada gerakan NU. Desakan mundur Abdurrahman Wahid ditanggapi
warga NU dengan sikap radikal, keras, anti-demokrasi yang justru kontra produktif dan cenderung konflik
horizontal. Maka pada konteks stabilitas politik dan ketahanan nasional legitimasi pada Abdurrahman
Wahid dikemukakan, berdasar fihiyah mendukung presiden yang sah dan harus memerangi musuh yang
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makar (bughoot). Walaupun tidak menjadi kenyataan, namun hal itu merupakan wujud sifat, gerak dan
wacana unik, ironis serta ambigu terhadap nilai-nilai yang di pegang NU selamaini seperti sifat gerakannya
yang tasamuh, tawasuth, tawazun dan i'tidal. Pada nilai-nilai gerakan itu sifat NU |ebih mengutamakan
harmoni dengan kelompok dan kekuatan lainnya. Maka dalam konteks stabilitas politik, gerakan politik NU
mempunyai signifikans terhadap ketahanan politik yang mendukung ketahanan nasional. Karena
sebenarnya NU adal ah sebagal bagian kekuatan kebangsaan pula.



